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Assalamu’alaikum Wr. Wb

Sudah sepantasnyalah kita menghaturkan puji dan rasa syukur atas rahmat
yang dilimpahkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua atas
terselesaikannya penyusunan LAPORAN KINERJA Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau tahun
2020 ini dengan baik. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kepulauan Riau sebagai Instansi Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan target
kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LAPORAN KINERJA BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
program dan kegiatan pada Tahun 2021. Pencapaian sasaran strategis BKPSDM
Provinsi Kepulauan Riau diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagaimana terdapat dalam RENSTRA BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016-2021 yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja. Sesuai dengan Perjanjian
Kinerja tahun 2020, BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 sasaran
strategis dengan 7 Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan
untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian IKU tersebut secara umum mengindikasikan bahwa kinerja
organisasi BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau dapat dicapai sesuai dengan tujuan
organisasi. Namun disadari bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal
dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan yang diharapkan.
Harapan kami, kiranya LAPORAN KINERJA BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2021 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan
menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau




untuk meningkatkan kontribusinya pada pencapaian tujuan pembangunan daera
sesuai tugas dan fungsi BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau di masa yang aka
datang. Ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya disampaikan kepada seluru
pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini dan juga narasumber dar
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

o alailz-iirm \AZr \A/K
Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Tanjungpinang,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. H. FIRDAUS, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19621210 198702 1 003




Tahun 2021, merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021. Secara umum program dan
kegiatan BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN.
Kinerja BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021, diindikasikan
dengan capaian sejumlah Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kinerja BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau 2021. Pada tahun 2021.
Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, digunakan 7 IKU
yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2021. Secara umum terdapat 6 IKU yang tercapai sesuai dengan
targetnya dan tercapai diatas 100%.
Adapun capaian masing-masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai

berikut :

No

 Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Target
2021

Realisasi
2021

Capaian

Kategori

2

3

4

Meningkatnya
Manajemen
ASN

Persentase
Ketersediaan
ASN sesuai
dengan
Kebutuhan

75%

54.65 %

72,87%

Cukup

Persentase
Pejabat
Pimpinan Tinggi
dan Administrasi
yang Menduduki
Jabatan sesuai
dengan Syarat
dan Kompetensi
Jabatan

85%

98,64 %

116,05

Sangat
Baik

Persentase
Peningkatan
Kompetensi ASN
melalui
Pengembangan
Kompetensi

36,35%

18,00%

49.53%

Kurang

Meningkatnya
Etos Kerja dan
Disiplin ASN

Persentase ASN
yang Memiliki
Penilaian Kinerja
Baik

95%

100 %

105,26%

Sangat
Baik

Penurunan
Kasus
Indisipliner
Pegawai Tingkat

8 Kasus

8 Kasus

100%

Sangat
Baik




Sasaran Indikator Target | Realisasi
No Capaian Kategori
Strategis Kinerja 2021 2021
1 2 3 4 5 6 7
Sedang dan
Berat
3 | Meningkatnya | Indeks
pelayanan Kepuasan ASN B B - .
administrasi (84,99) | (8387 |°808%  Baik
kepegawaian

Sasaran pertama, realisasi ada 1 indikator melebihi target yang telah
ditentukan dan 2 indikator dibawah target, indikator pertama, persentase
ketersediaan ASN sesuai kebutuhan dengan target dari tahun sebelumnya
adalah 10% (75%-65%) tidak dapat dipenuhi dari pegawai negeri sipil yang
pindah masuk sebanyak 15 orang dan CPNS sebanyak 0 orang atau 0,29%
menjadi 54,65%, indikator kedua bahwa dari 885 pejabat pimpinan tinggi,
pejabat administrator dan pejabat pengawas 98.64 % sudah memenuhi syarat
Jjabatan (berdasarkan jenjang pendidikan); indikator ketiga dari 2.805 jumlah
pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 505
orang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat atau sebesar
18.00%.

Sasaran kedua, realisasi melebihi target yang telah ditentukan yang ditunjang
oleh indikator pertama,yaitu 2.805 atau 100 % dari jumlah pegawai negeri sipil
mempunyai sasaran kinerja baik dan indikator kinerja kedua pada tahun 2021
ditargetkan 8 kasus mengalami pelanggaran sedang maupun berat, pada
realisasinya 8 kasus terdiri atas 5 kasus berat 3 kasus sedang.
Sasaran ketiga merupakan cara yang digunakan untuk melihat bagaimana
pelayanan yang telah dilakukan oleh BKPSDM, pengumpulan data dari
responden dengan menggunakan fasilitas goegle form dan data
diformulasikan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16
Tahun 2014 dengan hasil nilai 83,87 (range 69,00 — 84,99 nilai B).

Hasil dari evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan ini merupakan bahan
pembelajaran yang baik bagi BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk itu ke
depan, dengan memperhatikan evaluasi tersebut BKPSDM Provinsi Kepulauan



v

Riau akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam
rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Strategi kedepan setelah dokumen standar kompetensi jabatan ditetapkan
maka indikator dalam penetapan masing-masing indikator kinerja akan
digunakan secara keseluruhan khususnya pada sasaran pertama. Untuk
sasaran kedua sedang dibangun aplikasi sasaran kinerja pegawai berbasis
teknologi sehingga akan memudahkan bagi pegawai negeri sipil dalam
menyusun sasaran kinerja dan menyampaikan laporan realisasi kinerja yang

telah ditetapkan.

Untuk efisiensi anggarannya secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
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A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Kedudukan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau adalah
perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya menusia yang menjadi
kewenangan Provinsi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai
perwujudan dalam menyediakan sarana yang dapat digunakan sebagai
media penyampaian dokumen pertanggungjawaban kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan
Riau tahun sebelumnya (tahun n-1). Penyusunan LKJIP Tahun 2021 di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Hal-hal yang dimuat dalam LKJIP
mencakup indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan permasalahan-
permasalahan atau hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan tugas, fungsi
dan peranannya serta penyelesaian masalah jika sudah dilakukan yang
sehingga pada tahun yang akan datang dapat diperbaiki untuk
meningkatkan kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP BKPSDM Provinsi
Kepulauan Riau adalah sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2021 dan sebagai upaya untuk

memperbaiki kinerja di masa mendatang.



C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 4 Ayat (1);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) Pasal 20 Ayat (3)

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
Kepulauan Riau 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2021

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor
437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor
12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor
59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580);

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 782);

D. Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Keberadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang menjadi salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
penunjang tugas Gubernur, diharapkan dapat membantu Gubernur
Kepulauan Riau dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional.

Sesuai dengan Misi Provinsi Kepulauan Riau kesembilan adalah
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel, Aparatur
yang Profesional, Disiplin dengan Etos Kerja Tinggi serta Penyelenggaraan
Pelayanan Publik yang berkualitas. Hal ini semua menjadi tugas Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan
Riau untuk mewujudkannya, dengan harapan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi sumber daya
manusia yang kapabel sehingga bisa memberikan pelayanan dan
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar yang pada
akhirnya akan ikut menggerakkan roda pembangunan di Provinsi Kepulauan
Riau dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya

masyarakat Kepulauan Riau.




Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Kepegawaian da
Pengembangan Sumber Daya Manusia membentuk langkah-langk
strategis dengan memperhatikan berbagai aspek budaya, sosial, politik
ekonomi, hukum dan lainnya serta mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan yang telah ada. Namun untuk menciptakan Sumber Daya
Manusia yang ideal sesuai dengan yang diharapkan tidaklah mudah,
berbagai upaya dilakukan agar pelaksanaan pemerintah tetap pada koridor
dan ketentuan yang berlaku. Tidak cukup dengan ketentuan dan peraturan
yang telah dibuat, komitmen dan integritas baik dari pimpinan tertinggi
hingga staf pelaksana harus menyatu dan diimplemantasikan dalam bentuk
nyata. Bagian lain dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau terus
berupaya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimulai dari proses
perekrutan  pegawai, pengangkatan dan penempatan pegawai,
pengembangan kompetensi pegawai, pemberian hak pegawai serta sampai
pegawai pensiun.

Penyusunan LKJIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan ruang informasi
atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja selama
tahun 2021 bagi stakeholder maupun unit pengawas sebagai bentuk
transparansi, akuntabilitas dan efektifitas atas program dan kegiatan yang
dilaksanakan. Laporan ini juga menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban
atas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur selaku Kepala Daerah sebagai
pemegang kuasa tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi

Kepulauan Riau.

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kepulauan Riau adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan
unsur penunjang tugas Kepala Daerah di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia, yang dipimpin oleh seorang Kepala
Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan



Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentan

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi
Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 5
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580)
pasal 675 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan
Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengadaan, Informasi
Kepegawaian dan Penilaian Kinerja; Mutasi, Kepangkatan, Promosi
dan Penghargaan; serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian
Kinerja; Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan serta
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan
Penilaian Kinerja; Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan
serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;

e. Pelaksanaan administrasi badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia;



f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kepegawaian da
pengembangan sumber daya manusia yang diberikan oleh Gubernur.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi
Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Gedung C-1 Lt. 2 dan 3 Pulau Dompak,
Tanjungpinang Kepulauan Riau, dengan alamat email:

bkpp.kepriprov@gmail.com dan Website: http://bkpsdm.kepriprov.qgo.id,

mempunyai struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580)
yang terdiri atas:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja,
yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Pengadaan dan Pemberhentian;
b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
c. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur.
4. Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan, yang terdiri
dari:
a. Sub Bidang Mutasi;
b. Sub Bidang Kepangkatan;
c. Sub Bidang Promosi dan Penghargaan.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari:
a. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan
Kelembagaan;

b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional,



c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tingg

dan Administrasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN 1.1. BAGAN STRUKTUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
DAN KEUANGAN

1

SUB BAGIAN UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN

[

BIDANG PENGADAAN,
—1 INFORMASI KEPEGAWAIAN
DAN PENILAIAN KINERJA

SUB BIDANG PENGADAAN
DAN PEMBERHENTIAN

SUB BIDANG INFORMASI
KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG PENILAIAN
KINERJA DAN PEMBINAAN
DISIPLIN APARATUR

1

BIDANG MUTASI,

BIDANG PENGEMBANGAN

KEPANGKATAN, on) SUMBER DAYA MANUSIA
PROMOSI DAN
SUB BIDANGSERTIFIKASI
SUB BIDANG KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN
MUTASI = KELEMBAGAAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN

SUB BIDANG KOMPETENSI JABATAN

KEPANGKATAN — PIMPINAN TINGGI DAN

ADMINISTRASI

SUBBIDANG ~ PROMOSI
DAN PENGHARGAAN

UPT

2. Fungsi dan Uraian Tugas

SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
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2019 Nomor 580), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Day
Manusia mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungs
penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian d
pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan
Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kepulauan Riau dibantu oleh 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) kesekretariatan,
sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam perencanaan,

evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tatalaksana, umum
dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data,
pelaporan  program, dan anggaran kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;

b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan,
serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam,
perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi,

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja pegawai lingkup Badan;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang; dan;

f. Pelaksanaan tugas lain di bidang sekretariat yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. BIDANG PENGADAAN, INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN
PENILAIAN KINERJA
Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja

mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan



kebijakan operasional di bidang pengadaan, pemberhentian

informasi kepegawaian dan penilaian kinerja pegawai.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengadaan, Informas

Kepegawaian dan Penilaian Kinerja mempunyai fungsi:

a. Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian, informasi
kepegawaian dan penilaian kinerja pegawai;

b. Memverifikasi rencana kebutuhan sesuai dengan formasi, jenis

dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;

Mengkoodinasikan pengadaan CPNS dan PPPK;

Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;

Mengkoordinasikan daftar Batas Usia Pensiun (BUP);

Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;

Mengkoordinasikan database informasi kepegawaian,;

A N R

Memfasilitasi penilaian kinerja dan penegakan disiplin pegawai;

[
.

Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Pengadaan,
Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan;

. MUTASI, KEPANGKATAN, PROMOSI DAN PENGHARGAAN:

Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan mempunyai

tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang mutasi, kepangkatan, promosi dan

penghargaan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi

dan Penghargaan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan Kkebijakan operasional pelaksanaan
mutasi, kepangkatan, promosi dan penghargaan,

b. Merencanakan, mengkoordinir dan memverifikasi proses mutasi;

c. Merencanakan, mengkoodinasikan dan verifikasi administrasi
usulan kepangkatan;

d. Merencanakan dan memverifikasi usulan promosi dan
pengembangan karir pegawai;

e. Merencanakan dan  memverifikasi usulan  pemberian

penghargaan;



f. Mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan di bidan
Mutasi, Promosi dan Penghargaan; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepal

Badan;

D. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana,
pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan
kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis, pengembangan
kompetensi manajerial dan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program
pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;

b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan
pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;

c. Penyelenggaraan  sertifikasi kompetensi di lingkungan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan
kabupaten/kota; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan

3. Pelayanan

Pelayanan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
merupakan pelayanan publik dalam bentuk administratif di bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam rangka memudahkan dan memperpendek rentang waktu
dan jarak karena Provinsi Kepulauan Riau wilayahnya berbeda-beda
pulau maka mulai tahun 2018 dilakukan pembangunan aplikasi layanan



secara online berbasis web dengan nama SILAT (silat.kepriprov.go.id)

Adapun layanan kepegawaian diantaranya:
1. Kenaikan Pangkat secara on line sistem;
2. Kenaikan Gaji Berkala secara on line sistem,;
3. Satyalencana Karya Satya secara on line sistem,;
4, Cuti secara on line sistem,;
5. Mutasi;
6. Pensiun;
7. Pengurusan Taspen;
8. Pengurusan Kartu Pegawai/Suami/Istri;
9. Pengurusan Kartu Askes;

10.Penyediaan informasi kepegawaian; dan lain-lain pelayanan

kepegawaian.

Jenis pelayanan yang ada di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau,
bekerjasama dengan instansi lainnya, antara lain Badan Kepegawaian
Negara (BKN), Sekretariat Kabinet (Setkab) RI, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga
Administrasi Negara (LAN) RI, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru,
BKPSDM Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Riau, PT Taspen, PT Askes, PT
Bank Riau Kepri. Yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kab/Kota se
Provinsi Kepulauan Riau agar dapat mendapat pelayanan yang cepat,

tepat, akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Profil

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung oleh pegawai
sebanyak 66 (enam puluh enam) orang yang tersebar pada sub bagian

dan sub bidang dengan rincian sebagai berikut :



Gambar. 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin
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Sumber : Silat BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Gambar. 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan

® Strata Tiga (S3)

® Strata Dua (S2)
 Strata Satu (S1)

® Sarjana Muda (DIV)
= Sarjana Muda (DIll)
# SLTA / Sederajat

Sumber : Silat BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
terhitung sampai dengan akhir Desember 2021 berjumlah 5.161 pegawai
yang terdiri dari PNS administratif berjumlah 2.784 pegawai yang terdiri atas
PNS laki-laki sebanyak 1.486 orang serta perempuan sebanyak 1.298
pegawai, yang tersebar di 29 Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah



Provinsi Kepulauan Riau, serta PNS tenaga pendidik dan kependidika
sejumlah 2.272 yang terdiri atas PNS laki-laki sebanyak 879 orang se
perempuan sebanyak 1.398 tersebar di sejumlah Sekolah Tingkat Meneng

Atas di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan tugas kegiatan

sehari-hari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga dibantu oleh Pegawai
Tidak Tetap sebanyak 1.932 orang, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak

1.203 pegawai dan Perempuan 729 pegawai.

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
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Sumber : Silat BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau 2021

5. Aspek Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena
dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu
strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayan di masa datang, dengan
mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis
berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih
menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
dan juga Renstra Badan Kepegawaian Negara, sehingga rumusan isu yang
dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan
pemerintah dalam jangka menengah.

Teknik penyusunan isu strategis dalam Rencana Strategis
BKPSDM 2016-2021 (Permendagri 86 tahun 2017), adalah:

1) Focussed Group Discussin (FGD) dengan melibatkan semua bidang
di Lingkungan BKPSDM, pejabat-pejabat Perangkat Daerah yang
dianggap mampu, dan akademisi;

2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:

a. menentukan skor terhadap masing-masing Kkriteria yang telah
ditetapkan;

b. melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah
ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka;

c. menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan
mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah
peserta.

Berdasarkan analisis kondisi dan permasalahan yang ada di
Provinsi Kepulauan Riau, dapat dirumuskan isu strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Kepulauan Riau yaitu:



1. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi da
kualifikasi jabatan.

2. Kurangnya kedisiplinan ASN ditandai tingginya kasus pelanggar
disiplin disebabkan pemahaman ASN terhadap aturan kepegawaian
yang masih kurang.

3. Pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu

ditingkatkan dengan berbasis Teknologi Informasi.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan digunakan untuk
operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan
Riau. Nilai asset yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.
7.993.145.490,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta
seratus empat lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) terdiri dari
Aset Lain-lain Rp. 23.149.500,00 (dua puluh tiga juta seratus empat
puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), Aset Tidak Berujud Rp.
733.242.711,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh
dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah), Asset Lancar sebesar Rp.
7.355.400,00 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus
rupiah) Buku Inventaris Ekstra Kompetable Rp. 12.950.000,- (dua belas
juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sarana dan prasana yang dikelola per Desember 2020 adalah
sebagai berikut:

Tabel. 1.3
Aset Yang Dimiliki BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
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1. Alat-alat Angkutan 10 Rp. 1.210.270.200




Alat-alat Kantor dan Rumah
1.464 Rp.7.122.023 711
Tangga
Alat-alat Studio dan i
3. 51 Rp. 265.387.49
Komunikasi
4. Alat-alat Kedokteran 1 Rp. 1.800.000
5. Bangunan Gedung - Rp 0
6. Jaringan 1l Rp. 44.663.000
7. Aset Tetap Lainnya 5 Rp. 80.997.600
8. Aset Tidak Berujud 19 Rp. 733.242.711
9. Aset Lain-lain 24 Rp. 23.149.500
Buku Inventaris Ekstra
10 27 Rp. 12.950.000
Kompetable
11 Aset Lancar Rp. 7.355.400
JUML AH 1.530 Rp.8.588.033.829
Aset dihapus berdasarkan SK
1 507 Rp. 684.033.940
54 Tahun 2016
Aset dihapus berdasarkan SK
2 7 Rp. 129.280.000
1224 Tahun 2019
JUML AH 996 Rp.7.993.145.490

Sumber : Buku Inventaris Barang BKPSDM 2021






A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat pentin
dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan Kkinerja
dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga
indikator keberhasilan pencapaiannya sesuai yang tercantum dalam Rencana
Strategis BKPSDM 2016-2021.

Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran serta mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan oleh Kepala

Daerah, dengan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

?Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang
Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di

Bidang Maritim”

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan
Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka mensukseskan
pelaksanaan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke 9 (sembilan),
yaitu

” Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik,
akuntabel, aparatur yang professional, disiplin dengan etos kerja

tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas”.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia 2016-2021

Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun
2016-2021 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan
pasal 272 ayat 1 UU 23 Tahun 2014 yang berbunyi “Perangkat Daerah

menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Kemudian
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dalam ayat 2 disebutkan bahwa Renstra-PD memuat tujuan, sasaran
program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusa
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai deng

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1. Tujuan dan Sasaran BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau
Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2016-2021, yaitu:
Tujuan : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
Profesional
[Indikator Tujuan : Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)
Sasaran :
1. Meningkatnya Manajemen ASN, dengan indikator sasaran:
a. Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan
b. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang
menduduki Jabatan sesuai dengan syarat dan Kompetensi
Jabatan
c. Persentase Peningkatan = Kompetensi  ASN melalui
Pengembangan Kompetensi
2. Meningkatnya Etos Kerja dan Disiplin ASN, dengan indikator
sasaran:
a. Persentase ASN yang memiliki penilaian kinerja Baik
b. Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan
Berat
3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dengan
indikator sasaran:

a. Indeks kepuasan ASN

2. Strategi
Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan
dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan
arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan.



Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menja

garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan program da

kegiatan suatu organisasi. Kebijakan pada Badan Kepegawaian d

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

meliputi  kebijakan-kebijakan

yang

telah ditetapkan

Kepulauan Ria

Gubernur

Kepulauan Riau dan kebijakan intern Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran - Kebijakan — Program
Indikator Indikator
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Tujuan Sasaran
1 |Mewujudkan | Indeks Meningkatnya p Persentase Peningkatan Perbaikan ® Program
Aparatur Sipil | Profesionalitas | Manajemen ketersediaan kualitas sistem Pembinaan
Negara yang | Pegawai (IPP) | ASN ASN sesuai perencanaan rekrutmen dan
Profesional dengan kebutuhan ASN, dan seleksi Pengembanga
kebutuhan termasuk secara n Aparatur
e Persentase pengendalian transparan
Pejabat jumlah ASN dan berbasis ® Program
Pimpinan Tinggi|  pendistribusiann kompetensi Pembinaan
dan ya sesuai dengan dan
Administrasi kebutuhan prioritas Pengembanga
yang organisasi pada n Aparatur
menduduki pemerintahan penyempurn
Jabatan sesuai Provinsi aan
dengan syarat Memperbaiki tatakelola
dan Kompetensi  sistem seleksi seleksi dan
Jabatan pejabat dari implementasi
e Persentase sistem tertutup CAT system.
Peningkatan menjadi sistem Peningkatan
Kompetensi seleksi terbuka kapasitas,
ASN melalui secara bertahap. kompetensi | Program
Pengembangan| ¢ peningkatan dan Peningkatan
Kompetensi kualitas diklat profesionalit Kapasitas
berbasis as pegawai Sumber Daya
kompetensi dan Pejabat Aparatur
yang mencakup pemerintah
standar provinsi.
kompetensi Pengembang
jabatan, sistem an Sistem
diklat dan Diklat
kurikulum, berbasis
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g g

Indikator Indikator
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Tujuan Sasaran
metode Kompetensi
pembelajaran, dan
kualitas mendukung
widyaiswara, Pola Karir
dan training ASN
plan. e Pengisian
e Penataan Sistem Formasi dan
Manajemen Jabatan ASN
Aparatur Sipil secara
Negara secara Proporsional
Berkualitas dan
Berkualitas
2 Meningkatnya | Persentase ASN | Meningkatkan Peningkatan Program
Etos Kerja dan | yang memiliki disiplin aparatur Pembinaan Peningkatan
Disiplin ASN penilaian melalui disiplin ASN, Kapasitas
kinerja Baik pembinaan, sosialisasi Sumber Daya
penegakan disiplin | peraturan Aparatur
ASN, dan kepegawaian,
kepatuhan atasan | dan proses
terhadap aturan pemberian
kepegawaian. hukuman
disiplin ASN
Penurunan Penguatan Penyelenggaraa | Program
Kasus kebijakan dan n evaluasi/ Peningkatan
Indisipliner implementasi penilaian Kapasitas
Pegawai manajemen kinerja ASN dan | Sumber Daya
Tingkat Sedang | kinerja pegawai, pemberian Aparatur
dan Berat termasuk reward and
pengembangan punishment
kebijakan reward berbasis kinerja
and punishment
berbasis kinerja.
3 Meningkatnya e Indeks Memperbaiki Penyelenggaraa | Program
Pelayanan kepuasan ASN | sistem pelayanan n pelayanan Pembinaan
Administrasi dengan administrasi dan
Kepegawaian memanfaatkan kepegawaian Pengembanga
sistem informasi terpadu n Aparatur
kepegawaian, berbasis
meningkatkan teknologi
sarana prasarana informasi.

pelayanan, dan
meningkatkan

kapasitas SDM
pelayanan.
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Indikator Kinerja Utama BKPSDM Tahun 2021

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapa
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai deng
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Mangkunegara, 2001). Kinerj
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja organisasi adalah sejumlah
keluaran (output) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan
dari pelaksanaan uraian tugas dan fungsi.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara
kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk
menentukan apakah tujuan sudah tercapai. (Tim BPKP, PermenPAN & RB
Nomor 20/1/M.PAN/11/2008).

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran atau indikator yang akan
memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan
sasaran strategis yang telah kita tetapkan. (Wikipedia, 2015). Indikator
Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan
sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
(PermenPAN & RB Nomor 20/1/M.PAN/11/2008).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
secara berjenjang sebagai urutan keberhasilan organisasi dalam mencapai
sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah
mengacu pada Renstra BKPSDM serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2016-2021. IKU ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang
ada dalam Renstra BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 yang
memiliki fokus pada perspektif stakeholder. Sedangkan yang fokusnya pada
peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak
dijadikan sebagai IKU.

Penyusunan IKU dalam SAKIP Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
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Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkunga

Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerin

harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerj

keluaran (output) dan hasil (outcome). (format penyusunan IKU selanjutnya

dapat dilihat dalam Kepmenpan ini). Dalam proses perencanaan setiap

tahun anggaran setiap pimpinan unit kerja/organisasi

selanjutnya

menetapkan IKU dalam sebuah perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Integrasi Sistem Perencanaan,

Keuangan, Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk;

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Indikator Kinerja Utama BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau yang
akan digunakan untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No Sasaran Indikator Perhitungan Penanggung Ket
Strategis Kinerja Utama Indikator Jawab
1 Meningkatnya | Persentase Jumlah ASN per Bidang
Manajemen Ketersediaan Bulan Desember | Pengadaan,
ASN ASN sesuai 2020 + ASN yang | Informasi
dengan mutasi pindah Kepegawaian, dan
Kebutuhan masuk + CPNSD Penilaian Kinerja;
+Penempatan Praja | Bidang Mutasi,
IPDN Kepangkatan,
Jumlah ASN sesuai | Promosi dan
kebutuhan Penghargaan
Persentase Pejabat Pimpinan | Bidang Mutasi,
Pejabat Tinggi dan Kepangkatan,
Pimpinan Tinggi | Administrasi yang | Promosi dan
dan Administrasi [Menduduki Jabatan | Penghargaan
yang Menduduki sesuai dengan
Jabatan sesuai Syarat dan
dengan Syarat  [Kompetensi Jabatan
dan Kompetensi Jumlah Pejabat
Jabatan Pimpinan Tinggi
dan Administrasi
yang duduk




No Sasaran Indikator Perhitungan Penanggung Ket
Strategis Kinerja Utama Indikator Jawab .
Persentase Bidang
Peningkatan 1 Pengembangan
Kompetensi ASN Jurr'll. ” ASN yang | Sumber Da;
; dikirim diklat .
melalui Manusia
P Jumlah ASN
engembangan
Kompetensi
¢ | Menmgkaiy 8 | persentase ASN | Jumlah ASN yang Bidang
Etos Kerja Pl b B Pengadaan,
. .3 | yang Memiliki Memiliki Penilaian :
dan Disiplin L o ot : Informasi
Penilaian Kinerja Kinerja Baik g
e Baik Jumlah ASN Kepeguwaan, Can
Penilaian Kinerja
Fenurgaan Kasus Indisipliner Pilzog
Kasus - Pengadaan,
v 5 s Pegawai Tingkat p
Indisipliner Informasi
;oo Sedang dan Berat .
Pegawai Tingkat : Kepegawaian, dan
yang ada di tahun P i ¢ 2
Sedang dan Penilaian Kinerja
2021
Berat
3 | Meningkatnya | Indeks Data Tabulasi Sekretariat
pelayanan Kepuasan ASN Indeks Kepuasan
administrasi ASN
kepegawaian
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Perjanjian Kinerja adalah merupakan pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya
yang dimiliki oleh instansi. (PermenPAN & RB Nomor 53 tahun 2014).

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM
1 Meningkatnya Persentase 75% | Program Kepegawaian
Manajemen ASN | Ketersediaan ASN Daerah
sesuai dengan
Kebutuhan
Persentase Pejabat 85 % | Program Kepegawaian
Pimpinan Tinggi dan Daerah
Administrasi yang




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET; PROGRAM

Menduduki Jabatan
sesuai dengan Syarat

dan Kompetensi

Jabatan

Persentase 36.35% | Program
Peningkatan Pengembangan
Kompetensi ASN Sumber Daya
melalui Manusia
Pengembangan

Kompetensi

2 | Meningkatnya Persentase ASN yang 95% | Program Kepegawaian

Etos Kerja dan Memiliki Penilaian Daerah
Disiplin ASN Kinerja Baik
Penurunan Kasus 8 Program Kepegawaian
Indisipliner Pegawai Kasus | paerah
Tingkat Sedang dan
Berat

3 Meningkatnya Indeks Kepuasan ASN Baik | Program  Penunjang

pelayanan (80) Urusan Pemerintah
administrasi Provinsi
kepegawaian

*)Lihat pada lampiran iii “Perjanjian Kinerja Tahun 2021”

Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia mengalami 3 kali perubahan Perjanjian Kinerja karena terjadi
perubahan Kepala Daerah, Mutasi Pejabat dan Perubahan Pagu Anggaran.
Perjanjian Kinerja di tahun 2021 diawali dengan Penandatanganan Bersama
Gubernur Kepulauan Riau H. ISDIANTO, S.Sos.,M., di awal tahun bersamaan
dengan penyerahan Daftar Pagu Anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2021.
Perjanjian Kinerja mengalami Perubahan sebagai akibat dilantiknya
Gubernur Kepulauan Riau terpilih masa kerja tahun 2021-2026 H. ANSAR
AHMAD, S.E, M.M, sehingga dilakukan penandatanganan Kembali.



Efisiensi anggaran akibat masih kondisi pandemic Covid-19 ma
tetap dilakukan pada Anggaran Perubahan namun target kinerja te
Sasaran pertama dengan indikator kinerja ketiga “Persentase Peningka
Kompetensi ASN melalui Pengembangan Kompetensi’ pencapaian realisasin
tidak hanya terpaku dengan anggaran yang berada pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maupun didukung anggaran
pelaksanaan diklat atau anggaran pengiriman diklat yang berada di masing-
masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
berusaha untuk tetap melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur dalam suasana pandemic Covid-19 dengan menggunakan metode

Dalam Jaringan (Daring).






A. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kepulauan Riau tidak terlepas dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK). Untuk dapat
mengukur keberhasilan setiap target kinerja tentunya melakukan
perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja. Setiap
pengukuran didasari oleh indikator yang telah ditetapkan sebelum
pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang dijadikan pengukuran kinerja
adalah pernyataan kinerja sasaran strategis yang kemudian ditentukan
dengan indikator sasaran dan dijadikan sebagai tolak ukur perhitungan
keberhasilan kinerja, untuk disajikan data capaian kinerja Tahun 2021.

Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran,

menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif
Realisasi
Capalan my e X 100 %
Target

b. Tingkat Realisasi Negatif
Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja

Target — (Realisasi — Target)
Capaian = X 100 %
Target

c. Kesimpulan Capaian Sasaran
Keberhasilan atau kegagalan suatu sasaran dapat diambil dengan cara
melakukan rata-rata atas capaian indikator kinerja yakni menjumlahkan
masing-masing capaian indikator kinerja dibagi dengan jumlah indikator

kinerja dalam satu sasaran tersebut.

d. Nilai capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja dikelompokan

dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
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RENTANG CAPAIAN | RENTANG CAPAIAN
NO o . . KATEGORI CAPAIAN
Realisasi Negatif Realisasi Positif
1 Kurang dari 55% Lebih 100% Sangat Baik
p. 55% sampai 75% | 75% sampai 100% Baik
3 | 75% sampai 100% | 55% sampai 75% Cukup
4 Lebih 100% Kurang dari 55% Kurang

CAPAIAN KINERJA TERHADAP PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Pada setiap awal tahun anggaran Perangkat Daerah memiliki
ketetapan kinerja yang dijadikan Perjanjian Kinerja terhadap Pimpinan atau
Kepala Daerah, dan tentunya Perjanjian Kinerja tersebut telah menyesuaikan
dengan rencana kerja jangka menengah yang mana telah termuat dalam
RPJMD dan Renstra. Berikut adalah Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Gubernur
Kepulauan Riau Tahun 2021:

Tabel 3.1
Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Kepulauan Riau

No

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Target
2021

Realisasi
2021

Capaian

Kategori

2

3

4

5

7

Persentase

1 | Meningkatnya

Manajemen Ketersediaan

ASN ASN sesuai

75%

dengan
Kebutuhan

54,65 %

72,87%

Cukup

Persentase
Pejabat
Pimpinan Tinggi
dan Administrasi
yang Menduduki
Jabatan sesuai
dengan Syarat
dan Kompetensi
Jabatan

85%

98,64 %

116,05

Sangat
Baik
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Sasaran Indikator Target | Realisasi
No Capaian
Strategis Kinerja 2021 2021
1 2 3 4 5 6 7
Persentase
Peningkatan
sompetensi ASN | 36,35% | 18,00% | 49.52% | Kurang
Pengembangan
Kompetensi
2 | Meningkatnya | Persentase ASN
Etos Kerja dan | yang Memiliki - 5 o, | Sangat
Disiplin ASN | Penilaian Kinerja | 2>7° | 100% 105,26% "o i
Baik
Penurunan
Kasus
Indisipliner g .
Pegawai Tingkat 8 Kasus | 8 Kasus 100% Baik
Sedang dan
Berat
3 | Meningkatnya | Indeks
pelayanan Kepuasan ASN B B .
adnyinistrasi (84,99) | (83.87) |99:08%| Baik

kepegawaian
*)Lihat pada lampiran iv “Pengukuran Kinerja Tahun 2021”

EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi tujuan dan setiap
sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Kepulauan Riau dapat dianalisa sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
Profesional

Indikator Tujuan : Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Pelayanan prima harus diikuti dengan profesionalisme individu yang
melakukan pelayanan. Pengukuran terhadap kualitas tersebut harus
didekati dengan melakukan penilaian secara transparan berdasar pada aspek
kompetensi dan penunjang lainnya yang mendukung profesionalitas. Indeks
Profesionalitas Pegawai (IPP) adalah suatu cara mendekati kualitas Pegawai
Negeri Sipil (PNS) berdasarkan dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan

dimensi disiplin.
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Manfaat dari hasil pengukuran IPP ASN menghasilkan peta atau profi
tingkat professional ASN berdasarkan Standart Profesionalitas yan
ditetapkan bermanfaat paling tidak bagi tiga pihak :

1. Bagi Pegawai
Hasil pengukuran IPP dapat digunakan sebagai area pengembangan diri
(self-development) dalam upaya peningkatan tingkat profesionalitas
pegawai ASN.

2. Bagi Instansi Pemerintah
Hasil pengukuran IPP dapat digunakan sebagai dasar perumusan
kebijakan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasi
(organisasi development) dan sebagai instrument perubahan dalam rangka
peningkatan profesionalitas pegawai ASN.

3. Bagi Masyarakat
Hasil pengukuran IPP dapat digunakan sebagai instrument kontrol sosial
(social control) agar pegawai ASN selalu bertindak professional dalam
fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta
sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam wadah NKRI.

Indeks Profesionalitas ASN (dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil) diukur

dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir
yang dicapai) dengan bobot 25%;

b. Kompetensi (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi

yang telah dilaksanakan) dengan bobot 40%;

c. Kinerja (diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS yang
meliputi SKP dan Perilaku Kerja) dengan bobot 30%; dan

d. Disiplin (diukur dari indikator penjatuhan hukuman disiplin yang

pernah dialami) dengan bobot 5%.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN
mempunyai 5 (lima) Kategori Tingkat Profesionalitas ASN;

a. Nilai 91 — 100 berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 — 90 berkategori Tinggi;
C. Nilai 71 — 80 berkategori Sedang;

d. Nilai 61 — 70 berkategori Rendah; dan
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. Nilai O - 60 berkategori Sangat Rendah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi
Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernu
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi
kewenangan daerah provinsi, sesuai dengan amanat dari Peraturan
Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
menjadikan Indeks Profesionalitas Pegawai (ASN) sebagai Indikator Kinerja
Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dari masing-masing
Instansi melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara
manual dan elektronik dan diteruskan ke Menteri secara manual dan
elektronik dan kemudian dijadikan dasar Penyusunan Indeks Profesionalitas
ASN secara nasional oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan ditetapkan

oleh Menteri.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau melakukan penilaian IPP pada PNS di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan
indikator Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Sasaran penilaian IPP
dilakukan kepada seluruh PNS dengan jumlah 2.684 PNS dan 2.197 Guru
tetapi untuk tahun 2021 masih menggunakan data sampling sebanyak 4.881
pegawai sebagaimana yang terdata dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian) BKN.

Formula dalam penghitungan IPP adalah Jumlah Total Hasil
Perkalian: (Bobot Dimensi/Indikator) X Skor (masing-masing jawaban

Dimensi/Indikator).
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4 IP1=Wjyj; * Ryj
_ ZIPL IP2=Wak * Rak
IP = -
=1
IP3=W3 * Ry
IP4=Wam* Ram
= IP1+1P2+IP3+IP4
Dimana :
IP = Indeks Profesionalistas ASN
IP; = Indeks Profesionalistas ke-i
IP, = Indeks Profesionalistas Dimensi Kualifikasi pendidikan
1P, = Indeks Profesionalistas Dimensi Kompetensi
IP3 = Indeks Profesionalistas Dimensi Kinerja
IP4 = Indeks Profesionalistas Dimensi Disiplin
Wi; = Bobot Indikator Kualifikasi pendidikan ke-j * Rating Jawaban

Indikator Kualifikasi ke-j

Wak = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator
Kompetensi ke-k

Wz = Bobot Indikator Kinerja ke-1 * Rating Jawaban Indikator
Kinerja ke-1

Wim = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator
Disiplin ke-m

Metode pengukurannya dilakukan oleh tim penilai dengan menginput
data pendukung pada aplikasi IP ASN https://ip-jasn.bkn.go.id/ milik BKN
dimana sumber data antara lain Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara (SAPK BKN), SILAT BKPSDM, SKP Pegawai, dan

data pegawai yang pernah dijatuhi hukuman.

Pengolahan data IPP dibagi ke dalam beberapa jenis identifikasi, untuk
Dimensi Kualifikasi pendidikan diukur dari indikator riwayat pendidikan
formal yang dicapai, meliputi Pendidikan S-3; Pendidikan S-2; Pendidikan S-
1; Pendidikan D-3; Pendidikan D-2/D-1/SLTA Sederajat dan Pendidikan di
bawah SLTA dengan nilai secara berurutan dari 5;4;3;2;1 dan 0.

Pada penghitungan Dimensi Kompetens diukur dari indikator riwayat
pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi Diklat
Kepemimpinan,; Diklat Fungsional; Diklat Teknis; dan
Seminar/Workshop/Konferensi/Setara dengan nilai jika pernah mengikuti
diklat kepemimpinan 1 jika tidak pernah mengikuti mempunyai nilai 0

demikian seterusnya.

-6



Perhitungan Dimensi Kinerja diukur dari indikator penilaian prestas
kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan Perilaku Kerj

dengan nilai perhitungan sesuai dengan nilai Gabungan Penilaian Kinerja.

Dimensi keempat yang dinilai adalah Dimensi Disiplin. Penilaian i
diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah
dialami yang meliputi: Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin; dan Pernah
Dijatuhi Hukuman Disiplin (Ringan, Sedang dan Berat) dengan penilaian 0
untuk yang Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin; R Pernah
Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan; S Pernah Mendapatkan Hukuman

Disiplin Sedang; dan B Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat.

Proses penilaian dilakukan oleh tim input data BKPSDM dengan
IP ASN https://ip-
jasn.bkn.go.id/ milik BKN dimana sumber data antara lain diperoleh dari

memasukan data pendukung pada aplikasi

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (SAPK
BKN), SILAT BKPSDM, data pendukung yang berisi tunjangan PNS, Penilaian
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data pegawai yang pernah dijatuhi

hukuman disiplin.

G Coogle X IPPAS BRN

O 8 m bikngoid x (3B

- . s » /s

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI

Shew v eniries Searct

JENIS JUMLAH PNS KUALIFIKASI KOMPETENS! KINERJA DISPLIN

st i e —T

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENIS KELAMIN

JENIS JUMLAH PN KUALIFIKASI KOMPETENS! KINERJA DISIPLIN TOTAL

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENIS JABATAN

JENIS JUMLAH PNS KUALIFIKASI KOMPETENSI KINERJA DISIPLIN TOTAL

SOLEUDSNOEBeas

Gambar. 3.1. Nilai Indeks Profesionalitas Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau
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Ketika semua data dari empat aspek tersebut telah diisi, maka tabe
perhitungan akan secara otomatis memberikan data yang diperlukan untu
mengetahui nilai indeks. Adapun hasil rekapitulasi pengolahan data Indek
Profesionalitas Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 adalah 54.02. yang berarti Tingkat Profesionalitas ASN (Pegawai
Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada
kategori Sangat Rendah, dengan rincian nilai dimensi kualifikasi
pendidikan 14.34 (25), dimensi kompetensi 9,62(40), dimensi kinerja
25,07(30), dimensi disiplin 4,99(5).

Berikut tabel perbandingan evaluasi realisasi indikator kinerja Indeks

Profesionalitas Pegawai Tahun 2017-2021.

Tabel 3.2
Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Pegawai
REALISASI

NO | INDIKATOR KINERJA

2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021

) Indeks ?rofesmnalltas 84,56 | 71 |65.10 | 53.77 | 54.02
Pegawai

Rendahnya nilai Indeks Profesionalitas Pegawai di Tahun 2021 dapat
dilihat dari dimensi kompetensi yang paling besar pengaruhnya disusul
dimensi kualifikasi pendidikan. Kurangnya penganggaran dalam alokasi
peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur menyebabkan terhambatnya
pengiriman diklat bagi setiap pegawai. Komponen dimensi kualifikasi
pendidikan bagi individu pegawai dapat ditingkatkan melalui pendidikan
formal mengambil jenjang setingkat diatasnya. Peningkatan jenjang ini dapat
dilakukan melalui Tugas Belajar dimana pembiayaannya dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.221.745.200,- bagi 23
pegawai atau ijin belajar yang pembiayaannya dilakukan sendiri oleh masing-
masing pegawai sebanyak 120 pegawai. Komponen dimensi kompetensi
dalam setiap individu pegawai mencakup diklat kepemimpinan bagi pejabat
strukural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, diklat kompetensi teknis
minimal 20 jam pelajaran, dan bimbingan teknis/workshop atau seminar.

Pagu Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang
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dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi
di Tahun 2021 sebesar Rp. 3.532.299.200,- atau sebesar 0.09 % dari tota
APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebesar Rp. 3.918.696.016.772

Hal tersebut belum sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Nege
Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana pada point V Hal Khusus
Lainnya nomor 33 dalam lampiran peraturan tersebut pemerintah daerah
harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah
dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen)

dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi.

Dengan adanya pandemic penyebaran COVID-19 menyebabkan
pengurangan pagu anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur. Pagu awal sebesar Rp. 7.796.816.200,- mengalami
perubahan di bulan September 2021 sehingga pagu yang tersisa hanya
sebesar Rp. 3.532.299.200,-.

Upaya yang telah dilakukan BKPSDM untuk mencapai target tersebut,
telah dilakukan dengan mengadakan Web Seminar (Webinar) untuk pegawai
di lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Riau melalui Zoom Meeting.
Sebanyak 200 pegawai tercatat mengikuti webinar tersebut, dikarenakan
pagu tersebut terserap untuk pelaksanaan Pendidikan Dasar CPNS dan

Pendidikan Kepemimpinan Tk. III.

Upaya lain dilakukan oleh BKPSDM dengan mengirim tim untuk
mengumpulkan data bagi pegawai yang telah melakukan diklat secara
mandiri secara dalam jaringan (daring). Seluruh data diklat tersebut di
masukan ke dalam SILAT serta SAPK BKN sehingga target untuk
pembaharuan data yang di minta oleh BKN dapat terealisasi.
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Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Evaluasi Realisasi Indikator Kinerja Indeks

Profesionalitas Pegawai

2017 2018 2019 2020 2021
NO URAIAN
1 R T R T R T R 3 R
Indeks
1 | Profesionalitas | 70 | 84.56| 72 | 71 | 75 | 65.10| 78 | 53.77| 80 | 54.02
Pegawai

Hasil penilaian IPP tahun 2017 dinilai sebesar 84.56 dari target 70
dengan Kategori Tinggi, hasil penilaian IPP tahun 2018 adalah sebesar 71
dari target 72 dengan Kategori Sedang sedangkan hasil penilaian IPP tahun
2019 adalah sebesar 65.10 dari target 75 dengan Kategori Rendah

Faktor perbedaan dan persamaan Penilaian IPP dengan Tahun Sebelumnya

1. Responden
Penilaian pada tahun 2017 hanya mengambil sampling dari seluruh ASN
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu para Pejabat Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pengawas. Penilaian di tahun 2018 karena keterbatasan
waktu sehingga hanya dapat mengambil sampling sebanyak 38 pegawai
ASN. Tahun 2019 mengambil sampling dari seluruh ASN Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 4.992 pegawai dari total 5.161 pegawai
(96.72%), tahun 2020 melakukan penilaian terhadap seluruh ASN
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terdata dalam data base BKN
sebanyak 4.971 pegawai sebagaimana yang terdata dalam SAPK (Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN, begitu juga di tahun 2021
sebanyak 4.881 pegawai sebagaimana yang terdata dalam SAPK (Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN.

2. Indikator penilaian IPP
Pada tahun 2017 dimensi pengukurannya menggunakan aspek
kompetensi, aspek kompensasi, aspek penilaian kinerja dan aspek disiplin
sementara IPP tahun 2018 menggunakan penilaian dari dimensi
kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin.
Di tahun 2021 indikator penilaian sama dengan tahun 2018, 2019 dan
2020.
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3. Waktu Penilaian

Penilaian IPP di tahun 2017 mulai bulan Januari 2018 hingga bulan Mare
2018 sementara penilaian IPP di tahun 2018 mulai bulan November 201

hingga Desember 2018, tahun 2019 waktu penilaian mulai bul
November 2019 hingga Desember 2019 sedangkan tahun 2020 dan 2021

waktu penilaian mulai bulan Januari hingga Desember setiap tahunnya.

SASARAN STRATEGIS BKPSDM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mencapai tujuan, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau telah

menetapkan dalam dokumen rencana strategis yaitu sasaran strstegis,

indikator kinerja dan target yang akan dicapai disetiap tahunnya. Adapun

sasaran strategis, indikator kinerja dan target Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Manajemen ASN”
Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

Realisasi

Sasaran Indikator
No

Target
Piistegis Rnenie 2017 | 2018 | 2019

2020

2021

1 2 3 4 5 6 7

1 | Meningkatnya | Persentase
Manajemen Ketersediaan
ASN ASN sesuai 60% |55,87% (55,13 % |58,02%
dengan
Kebutuhan

57,36%

54,65%

Persentase
Pejabat Pimpinan
Tinggi dan
Administrasi
yang Menduduki | 82% | 94,21 [84,80 % [93.80 %
Jabatan sesuai
dengan Syarat
dan Kompetensi
Jabatan

98.47%

98.,64%

Persentase
Peningkatan
Kompetensi ASN
melalui
Pengembangan
Kompetensi

25.21%(17,17% |13,68% 31.20 %

15.90%

18,00%
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Pada kelompok sasaran strategis 1 yaitu "Meningkatnya Manajemen ASN
dapat dilihat dalam tabel 3.7 bahwa dari ketiga indikator kinerja tersebut

ada 2 indikator kinerja yang realisasinya dibawah target, yakni Persentas

Peningkatan Kompetensi ASN melalui Pengembangan Kompetensi dan

Persentase Ketersediaan ASN sesuai dengan Kebutuhan. Hal ini

dikarenakan pagu anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN yang belum

maksimal diberikan kepada BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Untuk

Persentase Ketersediaan ASN sesuai dengan Kebutuhan dibawah

target dikarenakan adanya kebijakan penerimaan CPNSD yang

terpusat dan penetapan kelulusannya melebihi tahun anggaran.

Indikator kinerja Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi

yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi

Jabatan perbandingan dengan tahun lalu menurun walaupun masih

diatas target. Hal ini dikarenakan antara syarat dan kompetensi

jabatan di tahun 2020 ini belum meningkat secara signifikan seperti

pemberian diklat kepemimpinan maupun diklat teknis lainnya.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Target
Akhir
Renstra

Realisasi
2021

Tingkat

Kemajuan

2

3

4

5

6

Meningkatnya
Manajemen
ASN

Persentase
Ketersediaan ASN
sesuai dengan
Kebutuhan

75 %

54.65 %

72.87%

Persentase Pejabat
Pimpinan Tinggi
dan Administrasi
yang Menduduki
Jabatan sesuai
dengan Syarat dan
Kompetensi
Jabatan

85 %

98.64%

116.05%

Persentase
Peningkatan
Kompetensi ASN

36,35 %

18.00%

49.52%
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melalui
Pengembangan
Kompetensi

Dari tabel 3.7 dan 3.8 diketahui bahwa sasaran meningkatny
manajemen ASN dengan indikator sasarannya Persentase Ketersediaan ASN
sesuai dengan Kebutuhan dan Persentase Peningkatan Kompetensi ASN
melalui Pengembangan Kompetensi tidak bisa mencapai target yang
ditetapkan, hanya indikator sasaran Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan
Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi
Jabatan hanya 1 indikator kinerja yang diatas target sedangkan 2 indikator
lainnya dibawah target yang ditetapkan.

a. Persentase Ketersediaan ASN sesuai dengan Kebutuhan
Untuk mengetahui evaluasi dan analisis realisasi kinerja pada indikator
Persentase Ketersediaan ASN sesuai dengan Kebutuhan sebagai data
pendukung diantaranya jumlah ASN per bulan Desember 2020 yang
bersumber dari data SILAT BKPSDM, mutasi pegawai yang pindah masuk
dan keluar dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibanding dengan
Jumlah ASN sesuai kebutuhan.

Jumlah ASN per Bulan Desember 2020 +
ASN yang mutasi pindah masuk + CPNSD Tahun 2021 x 100
Jumlah ASN sesuai kebutuhan

Jumlah ASN per bulan Desember 2020 sebanyak 2.805 orang ditambah
jumlah ASN yang mutasi pindah masuk sebanyak 15 orang
ditambah CPNSD Tahun 2021 sebanyak O orang dibanding dengan
Jumlah ASN sesuai kebutuhan sebanyak 5.160 orang di kali 100

2805+ 1540 100 |-54,65%
5.160

Jumlah PNS pada akhir Desember 2020 adalah 2.805 (54,36%), target
penambahan PNS pada tahun 2021 adalah 1.065 orang atau 75%
ketersediaan PNS dari total target pada akhir renstra. Realisasi
penambahan PNS sejak 2017 hingga 2021 sebanyak 563 orang atau
54.65%, dengan rincian tahun 2017 sebanyak 169 orang, tahun 2018
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sebanyak 31 orang, tahun 2019 sebanyak 225 orang, tahun 202
sebanyak 123 orang dan tahun 2021 sebanyak 15 orang.

Kegiatan yang mendukung kinerja ini adalah Kegiatan Penyusun
Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksana
Pengadaan ASN dan Kegiatan Gelar Sidang dan Mutasi Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan telah bertambah
jumlah PNS sebanyak 15 orang sampai dengan akhir desember 2021 atau
mengalami penambahan jumlah PNS sebanyak 0,29% sehingga
ketersediaan PNS sampai dengan akhir tahun 2021 adalah 54.65%.
Indikator kinerja pertama pada sasaran pertama dapat dikategorikan
kurang berhasil karena persentase keberhasilannya hanya 72.87%.
Permasalahan/Kendala yang dihadapai pada indikator ini sebenarnya
bahwa pemenuhan kekurangan pegawai hanya terisi dari Penyusunan
Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN dan Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN menyebabkan
menurunya realisasi berbanding target. Penerimaan CPNS dan PPPK
terbentur pada penjadwalan dari Panitia Seleksi Nasional karena pandemi
COVID 19. Hingga desember 2021 peserta yang lulus CPNS maupun PPPK
baru sampai tahap pemberkasan untuk perlolehan NIP di BKN.

Untuk mengantisipasi kebijakan yang terpusat tersebut, penerimaan dari
jalur pindah masuk pegawai menjadi upaya lain dengan mempersiapkan
perhitungan kebutuhan formasi serta ketersediaan anggaran pemerintah.
Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari
program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun
Programnya adalah Kepegawaian Daerah, dengan Kegiatan Penyusunan
Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian
sasaran ini, adalah sebesar Rp. 239.946.811,- atau 53,86% dari total pagu
sebesar Rp. 445.503.900,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan
sumber daya sebesar 46,14% dari pagu yang ditentukan. Kegiatan Gelar
Sidang dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepuluan
Riau penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini,
adalah sebesar Rp. 118.448.187,- atau 91,11% dari total pagu sebesar Rp.
130.000.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

sebesar 8,89% dari pagu yang ditentukan.
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b. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Mendudu

Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi kepulauan Riau mengadakan rotas
pejabat baik Pejabat Pimpinan Tinggi maupun Administrasi (dalam hal i
tidak termasuk Pejabat Pelaksana). Untuk indikator persentase Pejabat
Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan
Syarat dan Kompetensi Jabatan melihat kompetensi yang dimiliki oleh
seorang pejabat. Penilaian syarat jabatan ini meliputi Jenjang Pendidikan
dan Diklat Kepemimpinan. Dari total seluruh Pejabat Tinggi dan
Administrasi (Administrator dan Pengawas) yang ada sebanyak 873 orang,
Pejabat yang menduduki sesuai dengan syarat dan kompetensi jabatan

sebanyak 885 orang.

Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang menduduki jabatan
Sesuai dengan syarat dan kompetensi jabatan
Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang duduk

x 100

Sehingga didapat perhitungan sebagai berikut :

873

= 98.64%
285 x 100 o

Permasalahan/Kendala yang dihadapai pada indikator ini pada dasarnya
tidak ada. Hanya pada indikator ini baru memenuhi syarat jabatan
(jenjang jabatan) yang direalisasikan karena pedoman untuk syarat
kompetensi jabatan belum ditetapkan regulasinya.

Strategi yang akan dilakukan untuk tahun depan adalah dengan
memasukkan semua syarat jabatan (pendidikan, pengalaman,
administrasi dan pelatihan) dan syarat kompetensi jabatan sehingga
dimungkinkan tahun depan akan mengalami penurunan realisasinya.
Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari
program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun
Programnya Kepegawaian Daerah, dengan Kegiatan Pengelolaan Mutasi
ASN. Penggunaan suniber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini,
adalah sebesar Rp. 319.418.400,- atau 74,38% dari total pagu sebesar Rp.
429.453.800,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya
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sebesar 9,27% dari pagu yang ditentukan. Serta Pengelolaan Promosi AS
Rp. 388.702.519 atau 76,68% dari total pagu sebesar Rp. 506.901.300.

. Persentase Peningkatan Kompetensi ASN melalui Pengembanga
Kompetensi

Pada indikator ini, dilihat pengiriman ASN untuk mengikuti diklat. Hal ini
dapat dinilai kinerjanya melalui rumusan jumlah ASN yang dikirim diklat
baik oleh BKPSDM maupun masing-masing Perangkat Daerah (PD) guna

meningkatkan kinerjanya.

Jumlah ASN yang dikirim diklat
Tumlah ASN x 100
5055 < 100 = 18.00%

Pada indikator ini diketemukan permasalahan/kendala yang dihadapai.
Dalam rangka peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau anggaran tidak hanya pada anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia tetapi juga yang terdapat pada ABPD masing-
masing Perangkat Daerah. Terdata sebanyak 505 pegawai yang mengikuti
peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luringoleh masih-
masing perangkat daerah.

Pada tahun 2021 pandemi Covid 19 masih pembatasan aktifitas bagi
seluruh masyarakat. Hal ini berdampak kepada kebijakan penangguhan
kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan pada Program
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Melalui kebijakan refocusing
anggaran memberikan pengaruh kepada penundaan seluruh kegiatan
diklat yang sudah di rencanakan oleh BKPSDM dalam Rencana Kerja
Tahun 2021.

Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari
program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun
Programnya adalah Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan
Kegiatan Pembiayaan PNS Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau. Penggunaan sumber daya keuangan untuk
pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 1.349.172.700,- atau 99,93%
dari total pagu sebesar Rp. 1.350.167.750,- Hal ini berarti terdapat
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efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,07% dari pagu yan

ditentukan.

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Etos Kerja dan Disiplin ASN”

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2
No Sasaran | Indikator Target e '
| s Tl 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 < 1 5 6 7 8 9
2 | Meningkat | Persentase
nya Etos | ASN yang
Kerja dan | Memiliki 90% 92,70% {100 % | 100% | 100% | 100%
Disiplin Penilaian
ASN Kinerja Baik
Penurunan
Kasus
;dl:isi‘iner 14 | 15 13 12 9 8
-6 Kasus |Kasus | Kasus | Kasus | Kasus | Kasus
Tingkat
Sedang dan
Berat

Dari tabel 3.9 dapat dilihat ke dua indikator etos kerja dan disiplin ASN

bahwa setiap tahunnya memiliki hasil yang positif. Upaya ASN mendapatkan

penilaian kinerja terus meningkat setiap tahunnya dan untuk kasus disiplin

memiliki hasil yang sangat baik dengan adanya penurunan di tahun 2020

hal ini dikarenakan adanya upaya pengawasan yang terus dilakukan oleh
BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi kedepan akan diupayakan sosialisasi peraturan kepegawaian

terutama terkait disiplin pegawai. Pengawasan berjenjang terus diminta

untuk ditingkatkan oleh atasan langsung sebagai usaha Pembinaan

Kepegawaian di tingkat Perangkat Daerah.
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Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Target

Sasaran Realisasi Tingkat

No Indikator Kinerja Akhir

Strategis 2021 Kemajuan

Renstra
1 2 3 4 5 6

2 | Meningkatnya | Persentase ASN yang
Etos Kerja dan | Memiliki Penilaian 95 100 100%
Disiplin ASN | Kinerja Baik

Penurunan Kasus
Indisipliner Pegawai
Tingkat Sedang dan
Berat

8 Kasus 8 Kasus |(100.00%)

Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik

Pada indikator ini tidak memiliki kendala, dan realisasi pada indikator
pertama yaitu persentase ASN yang memiliki penilaian kinerja baik dilihat
dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dikumpulkan ke BKPSDM,
kemudian direkap dan dinilai rata-ratanya. Kedepannya penentuan target
sasaran dan dan realisasi nya sudah menggunakan sistem untuk
mempermudah PNS dalam membuat SKP.

Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari
program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun
Programnya adalah Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan
Kegiatan Pengelolaan Sistem Elektronik Kinerja Aparatur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penggunaan sumber daya keuangan
untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 51.998.000,- atau
95,94% dari total pagu sebesar Rp. 54.196.586,- Hal ini berarti terdapat
efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,06% dari pagu yang

ditentukan.

Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat

Untuk indikator Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang
dan Berat tahun 2017 merupakan base line data atau data dasar dalam

penentuan target yang nantinya digunakan sebagai awal perhitungan..
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Dari realisasi sebanyak 8 Kasus disiplin, 3 kasus masuk Kkatego
pelanggaran sedang dan 5 kasus masuk kategori berat.

Tahun 2021 ini mengalami penurunan kasus yang terjadi dal
penegakan disiplin terhadap pegawai dari tahun sebelumnya.

Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari
program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun
Programnya adalah Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan
Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini, adalah
sebesar Rp. 55.098.580,- atau 100% dari total pagu sebesar Rp.
55.098.580,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

sebesar 0% dari pagu yang ditentukan.

Sasaran  Strategis 3 “Meningkatnya pelayanan administrasi

kepegawaian”
Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3
No Sasaran Indikator Target r
T T 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1 2 2 4 1 6 7 8 9
3 | Meningkatnya

pelayanan igdek;san B B B B B B

administrasi Agll)\}l (84,99) ((84,89) | (75,75) |(77,70) |(80,69) |(83,87)

kepegawaian

Dari tabel 3.11 dapat dilihat bahwa pelayanan adminsitrasi kepegawaian
masih tetap di kategori B namun range jarak penilainanya mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini perlu diperhatikan oleh semua
pegawai di lingkungan BKPSDM agar dalam memberikan pelayanan harus

tetap memperhatikan kepuasan pelanggan.
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Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA
Target
Realisasi | Tingkat
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Akhir
Henites 2021 |Kemajuan
1 2 3 4 < 6
| pelayanan adminisrasi | 19SksKepuasan | B | B | B
ﬁ et ASN (84,99) | (83,87) | (98.68)
epegawaian

Dalam pemenuhan indikator ini digunakan fasilitas yang ada di google
form, dengan menyediakan 12 (dua belas) pertanyaan yang ditujukan
kepada Pegawai yang membutuhkan pelayanan ke Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
(BKPSDM) dan juga dilakukan secara manual untuk menilai bagaimana
pelayanan yang mereka terima dari setiap layanan dari masing-masing
bidang. Target dari indikator ini tetap dari tahun ke tahun dikarenakan
pada target awal sampai beberapa tahun ke depan BKPSDM dalam proses
pembenahan pelayanan dari sistem manual ke arah teknologi sehingga
yvang diperlukan masih tahap mempertahankan kualitas pelayanan.
Sistem yang sudah dan sedang dibangun adalah e-disiplin, e-kinerja, dan
SILAT. SILAT dalam perencanaan merupakan sistem yang akan
mengakomodir semua pelayanan yang ada di BKPSDM ketika sebuah
sistem dibangun maka akan membutuhkan waktu untuk penyesuaian

khususnya bagi Sumber Daya Manusia yang menjalankannya.

CAPAIAN KINERJA TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN

2021

Indikator Kinerja Utama yang dilaporkan pada kesempatan ini adalah

Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016-2021 Provinsi Kepulauan

Riau, yaitu:
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Tabel 3.10
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2016-2021

No. SS ; ii:;;.; Indikator Kinerja ;’ Target Formulasi | Capaian
0) @ B) @ 5) ©
1 | Meningkatnya | Persentase 75% Jumlah ASN per Bulan 54,65 %
Manajemen Ketersediaan ASN Desember 2020 sebanyak
ASN sesuai dengan 2.805 orang + ASN yang
Kebutuhan mutasi pindah masuk
sebanyak 15 orang + CPNSD
0 orang
Jumlah ASN sesuai kebutuhan
sebanyak 5.160 orang
Persentase Pejabat 85% Pejabat Pimpinan Tinggi dan | 98,64%
Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki
Administrasi yang Jabatan sesuai dengan Syarat
Menduduki Jabatan dan Kompetensi Jabatan
sesuai dengan Syarat sebanyak 873 orang
dan Kompetensi Jumlah Pejabat Pimpinan
Jabatan Tinggi dan Administrasi yang
duduk sebanyak 885 orang
Persentase 36,35% 18,00%
Pemngkatar} Jumlah ASN yang dikirim
Kompetensi ASN diklat seb k 505
R iklat sebanya orang
Jumlah ASN sebanyak 2.805
Pengembangan
: orang
Kompetensi
2 | Meningkatnya | Persentase ASN 95% Jumlah ASN yang Memiliki 100%
Etos Kerja dan | yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik 2.805
Disiplin ASN | Penilaian Kinerja orang
Baik Jumlah ASN sebanyak 2.805
orang
Penurunan Kasus 8 Kasus Kasus Indisipliner Pegawai | 8 Kasus
Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang 3 kasus dan
Tingkat Sedang dan Berat 5 kasus yang ada di
Berat tahun 2021
3 | Meningkatnya | Indeks Kepuasan B Data Tabulasi Indeks B
pelayanan ASN (84,99) | Kepuasan ASN dengan nilai | (83,87)
administrasi 83,87
kepegawaian (69,00 — 84,99 nilai B)

-21




C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi per sasaran pembangunan

Berikut adalah capaian kinerja keuangan BKPSDM Tahun

Anggaran 2021 terhadap sasaran dan indikator. Pada setiap

rencana pencapaian sasaran melalui indikator yang disusun maka

terdukung oleh anggaran yang direalisasikan dalam kegiatan dan

pencapaian program. Hal ini termuat dalam rencana kerja SKPD

yang dijadikan dalam Daftar Pengelolaan Anggaran pada setiap

tahunnnya.

Tabel 3.11
Sasaran 1 : Meningkatnya Manajemen ASN

Indikator
Kinerja

Target 2021
(Rp)

Realisasi 2021
(Rp)

1

2

3

4

Meningkatnya
Manajemen ASN

Persentase
Ketersediaan
ASN sesuai
dengan
Kebutuhan

445.503.900

239.946.811

Persentase
Pejabat
Pimpinan Tinggi
dan
Administrasi
yang Menduduki
Jabatan sesuai
dengan Syarat
dan Kompetensi
Jabatan

936.355.100

708.120.919

Persentase
Peningkatan
Kompetensi ASN
melalui
Pengembangan
Kompetensi

3.532.299.200

2.242.302.984
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Tabel 3.12
Sasaran 2 : Meningkatkan Kedisiplinan dan Etos Kerja Apara
Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan d
Pelayanan Publik
Realisasi
Target 2021
Sasaran Indikator Kinerja (Rp) 2020
P
(Rp)
1 2 3 4
Meningkatnya Etos | Persentase ASN
Kerja dan Disiplin | Y208 Memiliki 138.877.000 | 95.612.975
Penilaian Kinerja
ASN Baik
Penurunan Kasus
Indisipliner Pegawai | 118.391.300 | 101.804.332
Tingkat Sedang dan
Berat
Tabel 3.13
Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian
Realisasi
Sasaran Indikator Kinerja Twoper 4021 2021
(Rp) .
(Rp)
1 2 3 4
Meningkatnya
Kepuasan ASN | Indeks Kepuasan

Terhadap Pelayanan

Kepegawaian

ASN

2.490.212.550

1.965.683.899
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b. Tingkat Efisiensi

Tabel 3.14

Tingkat Efisiens
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A. KESIMPULAN

[

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Day

Manusia Provinsi pada tahun 2021 menunjukkan pencapaian kinerja

yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari semua indikator kinerja dan

Perjanjian Kinerja tahun 2021semua terealisasi, dan jika dilihat dari

capaian realisasi Tahun 2021 terhadap realisasi fisik sampai dengan

100% dan realisasi keuangan 80,41%;

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau di

tahun yang akan datang harus di tempuh berbagai upaya strategis

guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh

terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis

terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

= Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam
melaksanakan tugasnya masing — masing;

* Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja bagi aparatur;

* Menciptakan budaya kerja bagi aparatur yang bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme dan peningkatan Disiplin.

= Tertib dalam pencapaian perencanaan pembangunan yang telah
ditetapkan.

B. SARAN

1.

Perlu adanya diskusi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan
capaian kinerja secara rutin, tepat waktu dan terjadwal di lingkup
internal BKPSDM.

. Agar penyerapan anggaran program/kegiatan dapat optimal, maka

diperlukan perencanaan program/kegiatan yang realistis, efisien,
efektif (prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja) dan diperlukan
komitmen bersama untuk mencapainya;

Dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu dibuat rencana yang
matang sehingga dapat tercapai target dan realisasinya.
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Website :

Alamat © Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

S )”1 Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Tanjungpinang

bkpsdm kepriprov.go.id Email : bkpp kepriprov@gmail. com Kode Pos 29124

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 25¢ /KPTS-29/ 1/ 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Menimbang :

Mengingat

6.

SUMBER DAYA MANUSIA KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa berdasarkan usulan pada Rencana Strategis pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tatacara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana disebutkan pada diktum
KESATU berlaku sebagai panduan dalam menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Janvari 2021

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI KEPULAUAN

Drs. FIRDAUS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19621210 198702 1 003

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

L.

5.

Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3.
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
di Tanjungpinang.




ANUWIdQND Y0 ueqLaqip
Zues eisnuew edep poquins ueduequaduad uep ueremesaday duepiq jrexta) Jued uref Is8uny ueeuesye|ag
‘BISNuBW BAR(] Joqung ueduequaduad uep ueiemedaday uepeg ISeqjsiuiupe ueeuBSyR[d4d G
‘eIsnuep eAe(] laquing ueduequaguag
Bles ueedieyduad uep isowold ‘ueiesdueday ‘iseynpy ‘ellauny uerejiuay uep ueremedaday 1sewoju
‘ueepeduad Sueplq yeuoep ueyeiuuswad uesnin Suefunuad 1s8uny ueeseddusiaduad siude) urBUIqQWDY
‘BISNUR\ BAR(] loquIng
uesuequoaduad elles ueedieyduag uep isowold ‘ueyeydueday ‘iseinpy ‘elioury uereiuag uep ueremedaday
IseuLIoju] ‘ueepeduad Sueplq stuxa) uedunsnp sedny ueeuesyejod uelodejad uep Isen[eas ‘uenejuewad ‘¢
‘BIsnuep eAR( Joquing ueuequiaduay elias ‘uredreysusg uep isowold ‘ueyeydueday] ‘iseinpy
‘eliaury uereiuag uep ueremeSaday Iseurioju] ‘ueepesuad Suepiq ip studa) uedunsnp sedn) ueeuesyeed ¢
‘BISNUB BAR(]
laquung ueduequadusd uep ueremedoday uepeg weifoid uep vuesULL ‘stuya) ueeliqey ueunsniuag |

o

1Isduny ‘¢

isutroad uedueuomay 1pefusw Jues injerede eAep

1aquns ueduequoaduad uep ueremedadoy Suepiq 1p ueyeiuuawad uesnin duelunuad 1s3uny uexeuesyePw
nuwiqnh njuequsw segn) reAundwow viIsnuep eAR( Joquing ueuequagusd uep ueremedaday] uepeyg sedny, ‘g
nery uenenday isulnolg visnuep eleq requing ueduequaduag uep ueremedodoy uepeq :  sesiuediQ jun ewey |

\eor (.L.G)CGAr b : —Mwwmcmr—\

1202/ 1/62-SLdM/ 95z © 1owop
nery uenendoy anusgny uesnindoy  : uenduwer]




1202 | jerog |

A elioury uereuag uep | -910C | 0¢0c unyeil ip epe uep duepag 1exdul],
| ‘uereme8odoy] 1sewLIOjU| | WASdMdg | 3dueA jeiog uep 3uepog jex3duly, remedo  Jourdisipuy |
‘ueepeduad 3ueply | BNSUY | remeda  Jauldisipuj snsey| | snsey SNSBY ueUNINUI] |
| d, 1zoe | 020z ] _, |
W eliaury] uereiuad uep -910¢ J1aquasa ueing 1ad NSY yepuunp , sreq elaury |
‘uetemegadoay IsewLIOjU]  NASJNE req elisuny uerejiuag | uere(iuad Biwe | NSV undisiq uep eliay |
‘ueepedua uepig | BIISUY ijiway dueA NSY yepunp | 9SBIULSII Fued NSV 9SBJUISI] + S035] BAUIRY3UIUSJN _
| | | | |
| | 1202 | 020z | | isuajaduioy V
h_ , -9107 | 49quasa(] ueng Jod NSV yepunp , ueduequagdua |
v BISNUBA BAR(] JoquING | NSdMY ﬁ 1eP{Ip wLID{Ip 3uBA NSY yeluinp L pepw NSY Isuajadwoy |
| ueduequoaduad ueplg BIISUIY | ISBIUIS.19] m uejeq3uIuld ISBIUISIA] w
|
| | m uejeqe W .
ynpnp 3ueA iIsensiunupy uep | . 1suajadwoy uep | “
183u1], veurdwiy 1eqelsd yepunp , jeleAg ueduap 1ensas | 7
1202 uejeqer isuajodwoy] uep ueleqe D{NPNPUay | m
m ueedieyduad uep | -9107, jeareAg ueduap 1ensas uejeqepr | dueA isenswuwpy |
, iIsowodd ‘uejyeydueday WASAME | pBnpnpuajy SueA 1seqjsiuiupy W uep 133ur], uveurdwiy |
, ‘iseinpy duepig BIISUIY | uep 33ul], veurdwiy jeqelod | aseluasSIay | reqelod asejuasiog
. ueefieyduaq uep | H 8uelo 09|'g  yedueqes h _ ‘ !
iIsowoldd ‘ueyeydueday | uByningay rensas NSy yepunp | .
‘iseany 3uepiq | 1207 | Nddl efeid "
‘elrouny uerejiuad uep -910z | ueyedwauad+ (QSNJD + jnsewr | ueyningay
‘ueremedadoy ISBUWLIOJU] M WAsdMdg | yepuid iseynw duek NSY + 0202 k ueduap rensas NSV NSV uawoaleuey
‘ueepeduad Juepryg BIISUQY | Jaquiasa(] uelng 1od NSV :m_Ezl remedaq UBRBIPIS1219Y ISBIUISIO] eAUENSUTUSN
A I s e T . M .z 1
, viva | - NVAVSVS VMIININA VALSNTA
 SVAVCONNDONVNAd JAIGWNNS  NVONNLIHNAd SQWNA  NVALVS  JOLVMIANI NVIVSVS




€00 1 20L861 01212961 dIN
BAPB BWEIN c@cEcm
IS’ ‘SAVAAA ‘s

‘NVIN NVAVINdIA ISNIAOAd
VISONVIA VAVA dHgINNS NVONVEINIONId
NVd NVIVAAVDIdINM NVAVE VIVdaIA
NVIA NVAVINdTH ANNAFTEND "u‘e

| 120z | |
| -910¢ W H ueiemedodoy
NAsdd¢d NSV , ueremedoday]  ISBOSIUIWPY UBUBAR[I]
JBLIB]AINOS ensuay uesenday syopujise[nqel BIR( = SYopu] _W ueesenday syapuj W eAuiey3ulualy ¢
| W’ e s Ty £ | z 1
vVivd NVIVSVS VIIINIM | VALSNIA

_ ,
SVMVMONNDONVNId AFTINAS NVONNLIHIAd SNINNA NVALVS JO.LVIAIANI NVAVSVS 'ON |







PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Kepulauan Riau
Website : bkpsdm kepriprov.go.id E_mail : bkpp.kepriprov@gmail.com Kode Pos 29124

KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 -
2021. Renstra yang disusun oleh BKPSDM berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi yang disampaikan kepala
daerah adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang
Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”.
Dan terhadap visi tersebut maka membuahkan 9 misi yang menjadi target sasaran
kinerja Kepala Daerah, dan pada misi kesembilan menjadi bagian tugas Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai leading sector
Perangkat Daerah untuk menyiapkan Sumber Daya Aparatur sebagai mesin
penggerak pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja. Misi 9
“Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur
birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas”.

Terhadap Misi Ke-9 tersebut maka BKPSDM menyusun rencana strategis
serta indikator-indikator untuk mendukung ketercapaian target kinerja yang disusun
sehingga tercapai tujuan dari misi tersebut. Terkait dengan hal tersebut tentunya
dalam menyusun sasaran dan indikator haruslah memiliki keterkaitan satu sama
lainnya serta program yang yang menghasilkan target outcome serta kegiatan yang
terdukung dengan anggaran sebagai penunjang pencapaian sasaran tersebut.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra 2016 - 2021, disusun Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2021, yang menjabarkan setiap sasaran strategis ke dalam
kegiatan-kegiatan yang harus dicapai dalam tahun 2021, dilengkapi dengan indikator

untuk menilai capaian tersebut.



Penyusunan RKT ini telah melalui proses yang melibatkan seluruh pegawai baik
pimpinan maupun staff pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kepulauan Riau. RKT Tahun 2021 juga telah disesuaikan Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/050-3708/2020.
Dengan demikian, RKT ini menjadi bentuk komitmen penuh organisasi untuk
mencapai kinerja yang optimal, dan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan
misi organisasi, sekaligus merupakan awal dari upaya pencapaian Akuntabilitas
Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kepulauan Riau secara optimal.

Diharapkan RKT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan
akuntabilitas kinerja oleh seluruh pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs—FIRDAUS, M.Si
Pembina Utama Madya (1V/d)
NIP. 19621210 198702 1 003
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BAB | PENDAHULUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 merupakan dokumen
perencanaan tahunan ke-5 dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Provinsi Kepulauan Riau periode 2016 - 2021. Sebagai dokumen perencanaan dari
suatu organisasi pendukung, RKT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, selain mengacu pada Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
juga harus mengacu kepada program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dan Rencana Permbangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

RKT ini terdiri atas empat bab, yaitu bab pendahuluan, ringkasan Renstra,
dan rencana kinerja dari setiap sasaran, kegiatan, dan target tahun 2021, serta bab
penutup. Selain itu, diungkapkan juga strategi untuk mencapai setiap sasaran yang
dituangkan dalam program dan kegiatan.

Berikut ini diuraikan data umum organisasi, keterkaitan RKT dengan Renstra dan

anggaran.

A. Data Umum Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kepulauan Riau merupakan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan berdasarkan Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau, Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia adalah sebagai berikut:

“melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur yang menjadi

kewenangan Provinsi.”



Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Badan
Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengadaan, Informasi
Kepegawaian danPenilaian Kinerja; Mutasi, Promosi dan Penghargaan;
serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang pengadaan, informasi kepegawaian dan penilaian kinerja;
mutasi, promosi dan penghargaan serta pengembangan sumber daya
manusia;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah bidang pengadaan, informasi kepegawaian dan
penilaian  kinerja; mutasi, promosi dan penghargaan serta
pengembangan sumber daya manusia;

e. Pelaksanaan administrasi badan Kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya aparatur yang diberikan oleh gubernur.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Kepulauan Riau adalah:



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
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B. Keterkaitan RKT dengan Rencana Strategis

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI DAN
ADMINISTRASI JABATAN
FUNGSIONAL

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2021 menggambarkan visi,

misi, dan tujuan jangka menengah, strategi, sasaran tahunan, dan indikator

kinerja tujuan/sasaran. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau merupakan awal dari proses

akuntabilitas organisasi. Sebagai organisasi pendukung, penyusunan Renstra




Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selain
mengacu kepada tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, juga mengacu kepada visi, misi Gubernur Provinsi
Kepulauan Riau, menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019, telaah Renstra Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2015-2019, telaah Renstra Badan
Kepegawaian Negara Tahun 2015-2019 dan melibatkan unsur internal Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan
Riau serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen Renstra menjadi dasar bagi usaha berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus kerangka untuk menyusun Rencana
Kinerja (RKT) dan anggaran tahunan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050/050-3708/2020 maka seluruh Program Kegiatan yang tertuang
dalam Renstra di tahun 2021 disesuaikan. Penyesuaian Program Kegiatan ke
dalam Urusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan di petakan sehingga
seluruh RKT di Tahun 2021 dapat dijalankan. RKT memuat program, kegiatan,
sub kegiatan target kinerja, dan pagu definitif untuk tahun anggaran yang
sedang disusun. Untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai, diuraikan
pula sumber daya, yaitu sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana
serta prasarana yang diperlukan.

Keterkaitan RKT dengan Anggaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kepulauan Riau dalam mengusulkan program kegiatan dan sub
kegiatan yang disesuaikan rencana kinerja tahunan pada tahun yang
bersangkutan (sistem anggaran berbasis program), sesuai dengan peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/050-
3708/2020. Penetapan anggaran dalam RKT Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021
dalam proses perencanaan dan penganggarannya dilakukan dengan

pendekatan penganggaran berbasis program (money follow programe) melalui
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penganggaran bebasis kinerja ke dalam kegiatan utama Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan
Riau melalui RKA tahun 2021 sebesar Rp. 43.190.222.061,-. Berdasarkan RKA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2021, rincian sebagai berikut:

KEGIATAN/ ANGGARAN
NO | URUSAN/PROGRAM SUB KEGIATAN (Rp)
KEPEGAWAIAN 35.393.405.861
A | PROGRAM 30.649.140.761
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
1. Perencanaan, 1.035.095.600
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1 Penyusunan Dokumen 170.085.100
Perencanaan Perangkat
Daerah
2 Koordinasi dan 475.000.000
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3 Evaluasi Kinerja 390.010.500
Perangkat Daerah
il Administrasi Keuangan | 23.228.586.011
Perangkat Daerah
4 Penyediaan Gaji dan 542.546.082
Tunjangan ASN
B Penyediaan Administrasi | 22.450.386.011
Pelaksanaan Tugas ASN
. Administrasi 282.986.700
Kepegawaian Perangkat
Daerah
6 Pendataan dan 63.769.300
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian




NO

URUSAN/PROGRAM

KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp)

Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

200.000.000

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

4.114.763.100

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

45.903.000

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

1.864.839.800

10

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

148.570.300

11

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

49.968.000

12

Fasilitasi Kunjungan Tamu

481.600.000

13

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1.523.882.000

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

24.026.700

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

24.026.700

VL.

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.289.552.650

14

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

90.100.000

15

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

36.594.270

16

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

94.500.000

17

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

1.068.358.380

VIL.

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

674.130.000
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NO

URUSAN/PROGRAM

KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp)

18

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan

626.106.000

20

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

24.024.000

21

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

24.000.000

PROGRAM
KEPEGAWAIAN
DAERAH

Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
ASN

1.231.626.850

22

Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan
ASN

515.660.000

23

Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi
Pemberhentian

112.479.000

24

Fasilitasi Lembaga Profesi
ASN

174.199.300

25

Pengelolaan Sistem
Informasi Kepegawaian

323.006.550

26

Pengelolaan Data
Kepegawaian

106.282.000

Mutasi dan Promosi
ASN

805.427.100

27

Pengelolaan Mutasi ASN

254.815.100

28

Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN

253.062.900

29

Pengelolaan Promosi ASN

297.549.100

Pengembangan
Kompetensi ASN

2.194.977.600

30

Peningkatan Kapasitas
Kinerja ASN

108.162.000

7




KEGIATAN/ ANGGARAN
NO | URUSAN/PROGRAM SUB KEGIATAN (Rp)
31 Pengeloaan Administrasi 174.070.400
Diklat dan Sertifikasi ASN
32 Pengelolaan Pendidikan 1.912.745.200
Lanjutan ASN
v Penilaian dan Evaluasi 512.233.550
Kinerja Aparatur
33 Pengelolaan Pemberian 254.965.250
Penghargaan Bagi
Pegawai
34 Pengelolaan Penyelesaian 138.877.000
Pelanggaran Disiplin ASN
35 Evaluasi Disiplin ASN 118.391.300
PENDIDIKAN DAN 7.796.816.200
PELATIHAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
I Pengembangan 4.451.497.600
Kompetensi Teknis
36 Penyusunan Kebijakan 170.778.800
Teknis dan Rencana
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
37 Penyusunan Standar 165.218.600

Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam
Negeri kompetensi
Teknisumum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan
Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah

8




NO

URUSAN/PROGRAM

KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp)

Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

38

Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

4.115.500.200

Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional

3.345.318.600

39

Pengelolaan Lembaga
Sertifikasi Penyelenggara
Pemerintahan Dalam
Negeri Provinsi

99.678.800

40

Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

488.726.700

41

ngelolaan Kelembagaan,
Tenaga Pengembang
Kompetensi, dan Sumber
Belajar

187.960.600

42

Pelaksanaan Kerjasama
Antar Lembaga

325.025.000

43

Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan

2.243.927.500




BAB Il RENCANA STRATEGIS

A. Tujuan dan Sasaran BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dalam
kurun waktu tahun 2016-2021, yaitu:

Tujuan : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
Indikator Tujuan : Indeks Profesinalitas Pegawai (IPP)
Sasaran :

1. Meningkatnya Manajemen ASN, dengan indikator sasaran :
a. Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan
b. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang menduduki
Jabatan sesuai dengan syarat dan Kompetensi Jabatan
c. Persentase Peningkatan Kompetensi ASN melalui Pengembangan
Kompetensi
2. Meningkatnya Etos Kerja dan Disiplin ASN, dengan indikator sasaran:
a. Persentase ASN yang memiliki penilaian kinerja Baik
b. Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat

3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dengan indikator
sasaran:

a. Indeks kepuasan ASN.

B. Strategi dan Kebijakan BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau

Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk pengendalian
jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi

pemerintahan Provinsi

2. Memperbaiki sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem
seleksi terbuka secara bertahap.

10



Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Penanganan Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin Pegawai, Pengurusan Administrasi Pegawai Tidak Tetap
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pembiayaan PNS Tugas
Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Administrasi
Kepangkatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,
Kepengurusan Layanan Administrasi Kepegawaian, Seleksi penerimaan
Mutasi Pindah Masuk Pegawai ke Provinsi Kepulauan Riau, Gelar Sidang dan
Mutasi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,
Pembinaan dan Monev Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Workshop Penyusunan Standar
Kinerja Pegawai, Pengelolaan Sistem Elektronik Kinerja dan Disiplin Aparatur
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pengembangan Aplikasi
Manajemen ASN

Indikator Kinerja

Indikator kinerja ditetapkan agar kinerja BKPSDM dalam melaksanakan
program dan kegiatan dapat diukur capaiannya. Indikator kinerja dalam Renstra
harus memenuhi kriteria/karakteristik kualitatif yang spesifik, terukur, dapat
dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Indikator-indikator ~ kinerja utama Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau untuk

masing-masing sasaran program adalah:

. L Target
No Sasaran Program Indikator Kinerja 2021
1 |Meningkatnya Persentase Ketersediaan ASN 75%
Manajemen ASN sesuai dengan Kebutuhan
Persentase Pejabat Pimpinan
Tinggi dan Administrasi yang 85
Menduduki Jabatan sesuai .
dengan Syarat dan
Kompetensi Jabatan
Persentase Peningkatan
Kompetensi ASN melalui 36,35%
Pengembangan Kompetensi
2 |Meningkatnya Etos Kerja |Penurunan Kasus Indisipliner 8
dan Disiplin ASN Pegawai Tingkat Sedang dan K
Berat s
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Target

No Sasaran Program Indikator Kinerja 2021
Persentase ASN yang
Memiliki Penilaian Kinerja 95%
Baik
3 |Meningkatnya pelayanan
administrasi Indeks Kepuasan ASN SB

kepegawaian
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BAB Il RENCANA KINERJA

Target Kinerja

Target kinerja merupakan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama
tahun 2021, sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tingkat
kegiatan. Target kinerja pada tingkat program merupakan ukuran keberhasilan
organisasi dalam upaya pencapaian tujuan strategis dan visinya, sedangkan
target kinerja untuk tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan
efektivitas kegiatan dalam rangka mencapai sasaran.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan tercermin pada indikator
setiap kegiatan, sehingga apabila indikator kegiatan telah berhasil dicapai,
diharapkan tujuan telah dapat dicapai. Indikator untuk mengukur kinerja
kegiatan meliputi input, output, dan outcome. Indikator input berupa dana yang
tersedia. Berdasarkan jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang
diperkirakan aktif tahun 2021 sebanyak 64 orang. Sementara itu, untuk
melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau tersedia anggaran dalam DPA Tahun
2021 sebesar Rp. 43.190.222.061,-.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 menetapkan Program Kepegawaian
Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Target kinerja sasaran program tahun 2021 adalah:

No Sasaran Program Indikator Target

1 |Meningkatnya Manajemen ASN |Persentase Ketersediaan
ASN sesuai dengan
Kebutuhan

75%

Persentase Pejabat
Pimpinan Tinggi dan
Administrasi yang Menduduki| 85%
Jabatan sesuai dengan
Syarat dan Kompetensi
Jabatan

Persentase Peningkatan
Kompetensi ASN melalui
Pengembangan Kompetensi

36,35%
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No Sasaran Program Indikator Target

2 |Meningkatnya Etos Kerja dan|Persentase ASN yang 8
Disiplin ASN Memiliki Penilaian Kinerja
Bl Kasus

Penurunan Kasus Indisipliner
Pegawai Tingkat Sedang dan| 95%

Berat
3 |Meningkatnya pelayanan |Indeks Kepuasan ASN
administrasi kepegawaian Terhadap Pelayanan SB

Administrasi Kepegawaian

B. Rincian Kegiatan Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2021

Indikator dan target kinerja input dan output masing-masing kegiatan dan sub
kegiatan adalah:

Program / Kegiatan / Sub

No. Kegiatan Waktu Dana (Rp) Output

A | PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

. | Perencanaan, 1.035.095.600
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

1 | Penyusunan Dokumen 12 170.085.100
Perencanaan Perangkat Bulan
Daerah

2 | Koordinasi dan Penyusunan 12 475.000.000

Laporan Capaian Kinerja dan | Bulan
Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

3 | Evaluasi Kinerja Perangkat 12 390.010.500
Daerah Bulan

Il. | Administrasi Keuangan 23.228.586.011
Perangkat Daerah

4 | Penyediaan Gaji dan 12 542.546.082
Tunjangan ASN Bulan

5 | Penyediaan Administrasi 12 22.450.386.011
Pelaksanaan Tugas ASN Bulan

lll. | Administrasi Kepegawaian 282.986.700

Perangkat Daerah
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Program / Kegiatan / Sub

No. Kegiatan Waktu Dana (Rp) Output
6 | Pendataan dan Pengolahan 12 63.769.300
Administrasi Kepegawaian Bulan
7 | Koordinasi dan Pelaksanaan 12 200.000.000
Sistem Informasi Bulan
Kepegawaian
IV. | Administrasi Umum 12 4.114.763.100
Perangkat Daerah Bulan
8 | Penyediaan Komponen 12 45.903.000
Instalasi Listrik/Penerangan Bulan
Bangunan Kantor
9 | Penyediaan Peralatan dan 12 1.864.839.800
Perlengkapan Kantor Bulan
10 | Penyediaan Bahan Logistik 12 148.570.300
Kantor Bulan
11 | Penyediaan Barang Cetakan 12 49.968.000
dan Penggandaan Bulan
12 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 481.600.000
Bulan
13 | Penyelenggaraan Rapat 12 1.523.882.000
Koordinasi dan Konsultasi Bulan
SKPD
V. | Pengadaan Barang Milik 24.026.700
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan 12 24.026.700
Prasarana Pendukung Bulan
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
VI. | Penyediaan Jasa Penunjang 12 1.289.552.650
Urusan Pemerintahan Bulan
Daerah
14 | Penyediaan Jasa Surat 12 90.100.000
Menyurat Bulan
15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 36.594.270
Sumber Daya Air dan Listrik Bulan
16 | Penyediaan Jasa Peralatan 12 94.500.000
dan Perlengkapan Kantor Bulan
17 | Penyediaan Jasa Pelayanan 12 1.068.358.380
Umum Kantor Bulan
VIl. | Pemeliharaan Barang Milik 674.130.000

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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Program / Kegiatan / Sub

No. Kegiatan Waktu Dana (Rp) Output
18 | Penyediaan Jasa 12 626.106.000
Pemeliharaan, Biaya Bulan
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
20 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 12 24.024.000
Sarana dan Prasarana Bulan
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 12 24.000.000
Sarana dan Prasarana Bulan
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
B | PROGRAM KEPEGAWAIAN
DAERAH
| | Pengadaan, Pemberhentian 1.231.626.850
dan Informasi Kepegawaian
ASN
22 | Penyusunan Rencana 12 515.660.000
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah | Bulan
Jabatan untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN
23 | Koordinasi Pelaksanaan 12 112.479.000
Administrasi Pemberhentian Bulan
24 | Fasilitasi Lembaga Profesi 12 174.199.300
ASN Bulan
25 | Pengelolaan Sistem Informasi 12 323.006.550
Kepegawaian Bulan
26 | Pengelolaan Data 12 106.282.000
Kepegawaian Bulan
Il | Mutasi dan Promosi ASN 805.427.100
27 | Pengelolaan Mutasi ASN 12 254.815.100
Bulan
28 | Pengelolaan Kenaikan 12 253.062.900
Pangkat ASN Bulan
29 | Pengelolaan Promosi ASN 12 297.549.100
Bulan
lll | Pengembangan Kompetensi 2.194.977.600
ASN
30 | Peningkatan Kapasitas 12 108.162.000
Kinerja ASN . Bulan
31 | Pengeloaan Administrasi 12 174.070.400
Diklat dan Sertifikasi ASN Bulan
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No.

Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

Waktu

Dana (Rp)

Output

32

Pengelolaan Pendidikan
Lanjutan ASN

12
Bulan

1.912.745.200

v

Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur

512.233.550

33

Pengelolaan Pemberian
Penghargaan Bagi Pegawai

12
Bulan

254.965.250

34

Pengelolaan Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN

12
Bulan

138.877.000

35

Evaluasi Disiplin ASN

12
Bulan

118.391.300

PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

Pengembangan Kompetensi
Teknis

4.451.497.600

36

Penyusunan Kebijakan Teknis
dan Rencana Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

12
Bulan

170.778.800

37

Penyusunan Standar
Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri
kompetensi Teknisumum, Inti,
dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

12
Bulan

165.218.600

38

Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

12
Bulan

4.115.500.200
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Program / Kegiatan / Sub

No. Kegiatan Waktu Dana (Rp) Output

Il. | Sertifikasi, Kelembagaan, 3.345.318.600
Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional

39 | Pengelolaan Lembaga 12 99.678.800
Sertifikasi Penyelenggara Bulan
Pemerintahan Dalam Negeri
Provinsi

40 | Pelaksanaan Sertifikasi 12 488.726.700
Kompetensi di Lingkungan Bulan
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

41 | ngelolaan Kelembagaan, 12 187.960.600
Tenaga Pengembang Bulan
Kompetensi, dan Sumber
Belajar

42 | Pelaksanaan Kerjasama Antar 12 325.025.000
Lembaga Bulan

43 | Penyelenggaraan 12 2.243.927.500
Pengembangan Kompetensi Bulan

bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
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BAB IV PENUTUP

Dengan terjabarkannya tujuan, dan sasaran strategis Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau ke dalam
kegiatan-kegiatan yang bersifat riil, disertai dengan ukuran kinerja yang lebih terukur,
diharapkan target sasaran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yang diuraikan di depan dapat
dilaksanakan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaan rencana tersebut,
membutuhkan banyak kerja sama dan koordinasi yang baik dengan unit kerja
lainnya, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan dan meningkatkan kinerja.

Meskipun RKT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ini merupakan sebuah bentuk
komitmen segenap personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, sebagai acuan pelaksanaan kinerja dan pencapaian akuntabilitas
keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, namun
dalam pelaksanannya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan/
revisi rencana, jika ditemui hal-hal yang memerlukan perbaikan/koreksi atas rencana
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi RKT ini akan dipantau secara
terus menerus dan dievaluasi secara berkala, agar jika terdapat perubahan tersebut
dapat segera direspon.

Diharapkan dokumen ini akan senantiasa dijadikan sebagai acuan oleh
segenap personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kepulauan Riau agar dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan
akuntabel. Tidak ada suatu perencanaan yang akurat dan sempurna, oleh karena itu
selama diharapkan masukan dari berbagai pihak guna dilakukan perbaikan dan

peningkatan ke depan.
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama . Drs. FIRDAUS, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
Jabatan . Gubernur Kepulauan Riau
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2021

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
% PROVINSI KEPULAUAN RIAU

M
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H. ISDIANTO, S.Sos., M.M

Pembina Utama Madya
NIP. 19621210 198702 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1) 2) 3) 4)
1 | Meningkatnya Manajemen ASN | Persentase Ketersediaan ASN 75
sesuai dengan Kebutuhan
Persentase Pejabat  Pimpinan 85
Tinggi dan Administrasi yang
Menduduki  Jabatan  sesuai
dengan Syarat dan Kompetensi
Jabatan
Persentase Peningkatan 36,35
Kompetensi ASN  melalui
Pengembangan Kompetensi
2 | Meningkatnya Etos Kerja dan | Persentase ASN yang Memiliki 95
Disiplin ASN Penilaian Kinerja Baik
Penurunan Kasus Indisipliner 8 Kasus
Pegawai Tingkat Sedang dan
Berat
3 | Meningkatnya pelayanan | Indeks Kepuasan ASN Terhadap B
administrasi kepegawaian Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 30.649.140.761 APBD
Daerah Provinsi
2. Program Kepegawaian Daerah Rp. 4.744.265.100 APBD
3. Program Pengembangan Sumber Daya Rp. 7.796.816.200 APBD
Manusia
Tanjungpinang, Januari 2021
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

/
H. ISDIANTO, S.Sos., M.M

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pembina Utama Madya
NIP. 19621210 198702 1 003
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PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efekuf, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama . Drs. FIRDAUS, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

Jabatan . Gubernur Kepulauan Riau
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.
Tanjungpinang,  Maret 2021
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

NIP. 19621210 198702 1 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

e s O DO A e —

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target
w8 .. 5 iy
1 TMemngkamya Manajemen ASN | Persentase  Ketersediaan  ASN 75
scsusidenganKebutuban | 0000
Persentase  Pejabat  Pimpinan 85

Tinggi dan Administrasi yang
Menduduki  Jabatan  sesuai
dengan Syarat dan Kompetensi

Jabatm - N A——
Persentase Peningkatan 36,35
Kompetensi ASN  melalui
SRS S e Pengembangan Kompetensi
Meningkatnya FEtos Kerja dan | Persentase ASN yang Memiliki 95
Disiplin ASN Penilaian Kinerja Baik

Penurunan Kasus Indisipliner 8Kasus |
Pegawai Tingkat Sedang dan

Berat
3 | Meningkatnya pelayanan | Indeks Kepuasan ASN Terhadap B
administrasi kepegawaian Pelayanan Administrasi
Kepegawaian I
Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 30.649.140.761 APBD
Daerah Provinsi
2. Program Kepegawaian Daerah Rp.  4.744.265.100 APBD
3. Program Pengembangan Sumber Daya Rp.  7.796.816.200 APBD
Manusia
Tanjungpinang, Maret 2021
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M. Drs. FIRDAUS, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19621210 198702 1 003
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